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The purpose of this studi is to explore how is the eforts of Malang City Goverment in building 

a Zone of Integrity according to Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No.60 Tahun 2012.This study is conducted with qualitative-desciptive 

approach, specifically using case study. The data collection was performed through a 

combination of inteveiw and observation toward the site of research in Malang City 

Goverment. This study found that Malang City Goverment has implemented 15 from total 19 

programs that must be implemented to build Zone of Integrity. Obstacle for those programs 

are unoccupied of human resources, no alocation from local budget, and there are some 

arrangement and problems from local goverment that have more priority to be done first. 

Thus, Unit Penggerak Integritas (UPI) Malang City Goverment must evaluate those 

programs and soon arrange programs that have not been implemented to creat the wholeness 

Zone of Integrity in effort to eradicate corruption. 
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LATAR BELAKANG 

Kejahatan fraud telah merasuki berbagai macam aspek kehidupan, berdasarkan buku 

“Report To The Nation, On Occupational Fraud and Abuse  yang diterbitkan oleh 

Association of Certified Fraud Examiners menjelaskan bahwa “fraud is ubiquitous” atau 

dapat diartikan kecurangan ada dimana-mana. Meskipun sudah banyak usaha-usaha dari 

berbagai negara untuk menciptakan kontrol anti kecurangan, sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan dan dampak potensial atas kecurangan, namun nyatanya tidak ada entitas 

manapun yang kebal terhadap ancaman ini. 

Berdasarkan artikel pada harian Kompas Oktober 2012, Sejak tahun 2004 hingga 

2012, data pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) terdapat 277 
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Gubernur, walikota, atau bupati yang terlibat didalam kasus korupsi. Data Kemendagri juga 

menyebutkan bahwa selain pejabat tingkat kepala daerah, dalam menjalankan tindak pidana 

korupsi tersebut mereka juga melibatkan sekitar 1.500 pejabat daerah.  Selain itu Di Jakarta, 

juga tidak luput dari praktik fraud. Nilai transaksi mencurigakan pada pegawai Pemerintahan 

Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat.hingga juni 2012, nilai transaksi mencurigakan 

pada rekening pegawai tercapat mencapai 46,7% dari total nilai transaksi mencurigakan.  

Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir bahwa provinsi 

yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan setelah DKI Jakarta adalah Jawa 

Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Kalimantan 

Selatan, Aceh, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. 

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajahmada telah memantau 

perkembangan kasus korupsi selama bulan januari hingga juni 2012. Dari total 151 kasus 

korupsi yang ada, kebanyakan dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah, tercatat sebaganyak 

34 pejabat. Kasus kasus korupsi pada pemerintah daerah tersebut dilakukan oleh pejabat 

muali dari sekretaris daerah (sekda), kepala dinas, sampai ke tingkat pejabat teknis. Sedangka 

pada kalangan swasta sebanyak 26 orang, dan pemerintah pusat sebanyak 24 orang 

Dengan berbagai kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi tidak hanya 

terdapat pada sektor swasta saja melainkan juga merasuki sektor publik yakni pemerintah 

daerah, kasus-kasus tersebut berkembang menjadi sangat kompleks karena dilakukan dari 

tingkat pejabat pemerintahan, hingga pelaksana teknis daerah. Berdasarkan artikel yang 

dikeluarkan oleh Vivanews, 4 Desember 2012, menyebutkan bahwa KPK telah menghitung 

kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp39,3 triliun sepanjang tahun 2004 hingga 2011. 

Dengan angka tersebut Indonesia mampu membangun setidaknya 393 ribu unit rumah baru, 

pendidikan gratis untuk 68 juta anak Sekolah Dasar selamat setahun penuh, dan membelikan 

7,9juta unit komputer di sekolah-sekolah sebagai sarana belajar. Hal ini tentu saja merupakan 
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permasalahan bangsa yang cukup pelik, apabila terus terjadi dan tidak ada penangangganan 

ataupun pencegahan maka akan dapat memiskinkan negara secara struktural. 

Respatino (2013) mengungkapkan korupsi merupakan perbuatan yang melanggar 

hukum, merugikan rakyat sekaligus keuangan negara. Untuk itu perlu adanya penerapan pola 

pemerintah yang bersih desertai penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi untuk 

meminimalisisr korupsi secara efektif.. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi 

juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Korupsi memupuk 

tradisi melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara sembunyi-sembunyi, 

sekaligus menutup kemungkinan masyarakat untuk bisa menikmati pembangunan dan 

kualitas hidup yang lebih baik. Saat ini pendekatan yang paling ampuh untuk memberantas 

korupsi di seluruh dunia masih pada upaya untuk meningkatkan standar tata pemerintahan 

yakni Sistem Integritas Nasional Pope (2008:9)  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan usaha Pemerintah Daerah yakni 

Pemerintah Kota Malag dalam membangun Zona Integrtias sebagai upaya dalam 

pemberantasan korupsi sehingga dapat tercapai sebuah Sistem Integritas Nasional. Selain itu 

penelitian ini juga akan menngidentifikasi kendala serta hambatan saja yang ditempuh dalam 

membangun Zona Integritas tersebut. 

 

LANDASAN TEORI 

Korupsi merupakan jenis yang paling banyak kita jumpai dan sangat sulit untuk 

dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain dan sangat mengakar. Korupsi 

sangat sulit untuk ditelusuri karena pihak yang terkait sangat beragam dan mereka saling 

menikmati keuntungan bersama. Korupsi terbagi kedalam beberapa sub bagian diantaranya. 

Conflict of intereset, Bribery, Illegal Gratuities, dan Economic Extortion. Conflict of interest 
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atau benturan kepentingan sering ditemui dalam bentuk rekanan pejabat atau usaha untuk 

memenangkan kroni kroninya. Bribery atau penyuapan merupakan hal yang paling sering 

dijumpai di Indonesia, penyuapan ini sering kita lihat dari lini hirarki paling bawah hingga 

paling atas. Kemudian Illegal Gratuities atau pemberian hadiah yang merupakan bentuk 

terselubung dari penyuapan, biasanya berbentuk barang mewah, ataupun hadiah pada 

umumnya. Dan yang terakhir adalah  Economic Extortion atau ancaman terhadap rekanan, 

bisa terjadi secara terselubung maupun terbuka. 

Sukanto (2007) dalam Najahningrum (2013) menjelaskan bahwa dalam hal 

pendindakan terhadap fraud dapat dikelompokan menjadi tiga tahap yaitu preventif, detektif, 

dan represif. Selain itu, berdasarkan beberapa hasil studi dan pustaka, diperoleh data dan 

informasi bahwa upaya pemberantasan korupsi juga telah ditegakkan sejan tahun 1967.  

Korupsi juga telah diatur didalam  perundang undangan di Indonesia. Menurut 

Undang – Undang No.31 Tahun 1999 pasal 2 tindak pidana korupsi meliputi perbuatan 

melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau 

perekonomian negara. Kemudian dilanjutkan pada pasarl3 yaitu menyalahgunakan 

kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.  

Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi, unsur unusr tindak pidana korupsi terbagi kedalam 3 antara lain : (a) melakukan 

perbuatan melawan hukum,  (b) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (c) 

menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan 

kedudukannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.  

Meskipun usaha usaha untuk memberantas korupsi sudah mulai gencar dilaksanakan 

dekade terakhir namun realisasi tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Indonesia sudah 

mulai akan sadar atas bahaya korupsi tersebut. Perkembangan atas peraturan yang mengatur 
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terkait korupsi tersebut juga terus digencarkan, hal ini terkait dengan jenis jenis korupsi yang 

sangat beragam. Sebgaimana diatur dalam Undang Undang Nomer 31 tahun 1999  dan 

Undang Undang Nomer 20 tahun 2001 antara lain : (1) delik yang terkait dengan kerugian 

keuangan negara, (2) delik pemberian sesutu atau janju kepada Pegawai Negeri atau 

penyuapan. (3) delik penggelapan dalam jabatan, (4) delik perbuatan pemerasan, (5) delik 

perbuatan curang, (6) delik benturan kepentingan dalam pengadaan,  dan yang terakhir (7) 

delik Gratifikasi. 

Agustina, (2008) menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan perkara yang 

mudah, korupsi telah mengakar, menyebar, menjangkit, dan dipraktekkan secara sistemik. 

Apalagi upaya penegakan hukum belum optimal dalam mengikis korupsi. Untuk itu dalam 

pemberantasan korupsi yang terpenting adalah penanaman moral pada masing masing 

individu dalam bentuk kesadaran. Priyanto (2002:29) menjelaskan bahwa penting bagi setiap 

individu agar memiliki kesadaran, dimana kesadaran sendiri terbagi atas tiga hal yaitu 

motivasi tak sadar, kesadaran diskursif, dan kesadaran praktis. Hanya dengan kesadaran 

pribadilah praktik korupsi dapat benar benar membebaskan bangsa ini. 

Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan lembaga ad hoc yang ditugaskan khusus 

untuk memberantas korupsi. Selain itu ditandai dengan dikeluarkannya Keppres 228 tahun 

1967 dengan lingkup kegiatan Resfresif dan Preventif.  Pada tahun1999  dibentuklah KPKPN 

dengan landasan UU 28 tahun 1999, lingkup kegiatannya preventif. Tahun 1999 kemudian 

dibentuk TGTPK dengan dasar PP 19 Tahun 2000 lingkupnya juga preventif.  

Akhirnya pada tahun 2003 disyahkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk bukan tanpa alasan. Ada beberapa 

undang undang pendukung bagi KPK melaksanakan tugasnya diantaranya :Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No. 

28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
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Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak pembentukan 

Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut mulai muncul usaha usaha baik untuk memberantas 

maupun untuk mencegah korupsi.  Usaha dan upaya pencegahan praktek korupsi tersebut 

juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing – masing 

instansi memiliki Internal Control Unit (Unit Pengawasan dan Pengendali dalam Instansi) 

yang berupa inspektorat. Disamping pengawasan secara internal, ada juga pengawasan dan 

pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). 

Hal tersebut juga dilecutkan dengan diturunkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik itu ditingkat pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah.  Namun implementasi dari Instruksi Presiden ini sangat minim sekali, 

khususnya pada instruksi ke-5 dimana isntruksi tersebut memerintahkan kepada seluruh 

pemimpin instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk melaksanakan program wilayah 

bebas dari korupsi (WBK) Dan kemudian pada tahun 2012 ditetapkanlah Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Tengtang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini 

ditujukan sebagai bentuk untuk mengoptimalkan Instruksi Presedien dalam penciptaan 

Wilayah Bebas Korupsi dengan membangun Zone Integritas.  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei secara nasional terhadap 

integritas sektor publik secara rutin setiap tahun sejak tahun 2007. Survei tersebut 
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dilaksanakan dalam rangka mengukur indeks integritas lembaga pemerintah, kementerian, 

non kementerian, dan pemerintah daerah pemberi pelayanan publik. Integritas sektor publik 

secara nasional diukur melalui Indeks Integritas Nasional (IIN). Dari hasil survei tersebut, 

Pemerintah Kota Malang menempati urutan ke-43 dari total 80 instansi yang telah disurvei 

KPK. 80 instansi tersebut terdiri dari 25 instansi pusat dan vertikal serta 60 pemerintah 

daerah. Pemerintah Kota malang memperoleh IIN sebesar 6,45 terpaut satu peringkat diatas 

Pemerintah Kota Sidoarjo sebesar 6,43 dan dibawah Pemerintah Kota Bogor yang 

memperoleh nilai 6,46. Angka tersebut terbilang baik karena nilai integritas tersebut berada 

diatas standar yang ditetapkan oleh KPK, yakni sebesar 6,00. Hal ini menjadi salah satu 

motivasi dalam penelitian ini, yakni dengan diperolehnya IIN sebesar 6,45 merupakan 

cerminan usaha Pemerintah Kota Malang dalam membangun Zona Integritas. 

 

SISTEM INTEGRITAS 

Istilah Sistem Integritas Nasional sudah semakin berkembang seiring dengan semakin 

peliknya berbagai macam kasus korupsi yang mengakar dan sangat merugikan negara. 

Jeremy Pope (9; 2000) menjelaskan bahwa saat ini pendekatan yang paling ampuh untuk 

memberantas korupsi di seluruh dunia masih berada pada upaya untuk meningkatkan standar 

tata pemerintahan dengan menggunakan Sistem Integritas Nasional. Ia menyebutkan untuk 

menciptakan sistem tersebut haruslah ditegakkan pilar pilak kelembagaan yang harus 

memiliki mekanisme yang tanggung gugat dalam mengikuti perkembangan sistem 

pemerintahan modern. Pilar pilar yang harus ditegakkan tersebut antara lain peradilan, 

parlemen, kantor audit-negara, ombudsman, media yang bebas, dan masyarakat sipi. 

Kesemua pilar harus menjalankan 
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Lembaga Transparancy International dalam buku Indonesia Bebas Uang Pelicin 

(111; 2011) menjelaskan bahwa Sistem Integritas Nasional adalah sistem yang didalamnya 

terdiri atas pilar-pilar para penyelenggara sistem pemerintahan atau keorganisasian, yang 

mana dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi integritas demi tegaknya kewibawaan 

institusi tersebut. Memang satu-satunya cara yang dilakukan untuk memberantas korupsi 

secara komprehensif dan sistematis adalah dengan melibatkan seluruh potensi komponen 

bangsa, dimana di Indonesia, karakteristik korupsi begitu kompleks dan megakar sehingga 

harus diberantas secara sistematis, integratif, dan fokus. 

Didalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 Tahun 2012, 

dijelaskan bahwa Zona Integritas atau disingkat ZI merupakan sebutan atau predikat yang 

diberikan kepada Kementrian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan 

jajarannya mempunyau niat dan (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah  Bebas Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBB) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi 

birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan untuk Wilayah Bebas 

Korupsi sendiri merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang 

memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses 

diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari 

BPK atas laporan keuangannya. 

 Sedangkan untuk Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan 

untuk predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil 

WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah 

memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. 

Untuk proses pembangunan Zona Integritas, K/L/Pemda terkait haruslah menerapkan 

Program Pencegahan Korupsi yang bersifat konkrit, diantaranya penyerahan : 

1. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas. 
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2. Pemenuhan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Nergara. 

3. Pemenuhan Akuntabilitas Kerja 

4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan 

5. Penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil 

6. Penerapan Kode Etik secara khusus 

7. Penerapan kebijakan pelayanan publik 

8. Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi  

9. Pengendalian Gratifikasi 

10. Penananganan benturan kepentingan 

11. Kegiatan Pendidikan atau Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi 

12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP 

13. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai degan Profil 

oleh PPATK 

14. Rekruitmen secara terbuka. 

15. Promosi  jabatan secara terbuka 

16. Mekanisme pengaduan masyarakat 

17. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) 

18. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan 

19. Keterbukaan informasi publik 

Ketika proses tersebut telah dilakukan, maka masing masing Kementerian / Lembaga 

/ Pemerintah Daerah akan mencapai setidaknya usaha untuk membangun Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih. Implementasi Peraturan 

Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomer 60 Tahun 2012 ini merupakan wujud nyata 

membangun pilar-pilar kebangsaan demi terwujudnya Integritas Nasional 

 



10 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penggunaan 

metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana usaha 

Pemerintah Daerah pada Kota Malang dalam membangun Zona Integritas untuk mecapai 

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih. Berdasarkan maksud penelitian 

tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian (Case Studies) studi kasus. Secara umum 

studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian 

berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol peristiwa – peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitian terletak 

pada fenomena masa kini didalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2012:1).   

Data utama dari penelitian ini dikumpulkan dari penggunaan dokumen dokumen, 

rekaman arsip, wawacara, serta pengamatan langsung pada Pemerintah Kota Malang. 

Pemerintah Kota Malang dipilih karena salah satu objek dalam pembangunan Zona Integritas 

sesuai dengan Instruksi Menteri Pendayagunaan Apratur Negara adalah Pemerintah Daerah. 

Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam peneltiian ini menggunakan strategi 

umum Yin (2002: 133) yakni mendasarkan pada proposisi teoritis, dan mengembangkan 

deskripsi kasus.  

Strategi Proposisi teoritis ini dilakukan dengan mengikuti proposisi teoritis yang 

menuntun studi kasus. Tujuan dan desain asal dari studi kasus diperkirakan berdasar atas 

proposisi semacam itu, yang selajutnya mencerminkan serangkaian pertanyaan penelitian, 

tinjauan pustaka, dan pemahaman-pemahaman baru. Proposisi-proposisi tersebut membentuk 

rencana pengumpulan data dan karenanya memberi prioritas pada strategi analisis yang 

relevan. Proposisi tersebut akan membantu pengorganisasian keseluruhan studi kasus dan 

menetapkan alternatif penjelasan yang haru diuji. Proposisi teoritis tentang jawaban terhadap 

pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” bisa sagat berguna untuk menyntuyn analisis studi 
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kasus dalam hal ini. Kemudian strategi kedua mengembangkan suatu kerangka deskriptif 

untuk mengorganisasikan studi kasus. Pengembangan terhadap deskripsi atas sebuah kasus 

tersebut akan menjadi penting dan bisa menjadi alteratif bilamana proposisi teoritis tidak ada. 

  

HASIL PENELITIAN 

Pemerintah Kota Malang sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang juga 

berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat harus 

mengimplementasikan dan menerapkan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 19 

kegiatan yang bersifat konkrit. Zona Integritas kemudian akan diukur melalui indikator 

proses dari kegiatan-kegiata tersebut. Dalam bagian ini akan dilakukan analisis terhadap hasil 

wawancara yang dilakukan kepada narasumber terkait usaha Pemerintah Kota Malang dalam 

menerapkan 19 program tersebut. 

Hasil pentlitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan usaha Pemerintah 

Kota Malang dalam upaya membangun Zona Integritas dalam rangka membangun Wilayah 

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 60 

Tahun 2012 dalam proses pembangunan Zona Intregritas, yang menginstruksikan kepada 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menerapkan program pencegahan 

korupsi yang terdiri atas 20 kegitan yang bersifat konkrit. Saat ini Pemerintah Kota Malang 

telah menerapkan beberapa program pencegahan korupsi tersebut, diantaranya: 

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas, program ini telah diterapkan dengan cara 

memberikan Dokumen Pakta Integritas pada saat pengangkatan seseorang yang 

mendaftarkan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kemudian dokumen 

tersebut diarsip oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Malang.  

2. Pemenuhan Kewajiban Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Sama halnya dengan Dokumen Pakta Integrtias,  pemenuhan kewajiban LHKPN ini 
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dilaksanakan pada saat seseorang tersebut telah masuk kedalam jajaran Pegawai 

Negeri Sipil, dan nantinya akan menyerahkan LHKPN tersebut ketika dimintai 

keterangan oleh aparatur ketika pegawai tersebut terindikasikan sebuah kasus, 

ataupun pada saati ia akan mengakhiri masa kerjanya sebagai seorang PNS. 

3. Pemenuhan Akuntabilitas Kerja. Akuntabilitas kinerja merupakan azas yang 

dituangkan dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, 

dan evaluasi kinerja. Pada Pemerintah Kota Malang, perencanaan kinerja telah 

diterapkan didalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk pengukuran 

kinerja diterapkan didalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). Untuk pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja diterapkan dalam Laporan 

Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). 

4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan, telah diterapkan oleh Pemerintah Kota 

Malang, namun yang dapat diakses oleh publik melalui website 

www.malangkota.go.id, antara lain Laporan Arus Kas, dan Neraca 

5. Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diterapkan melalui Peraturan Walikota 

Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang 

6. Penerapan Kode Etik Khusus, pada Pemerintah Kota Malang diterapkan kedalam 

Peraturan Walikota nomor 16 tahun 2012, yang ditujukan kepada seluruh Pegawai 

Negeri Sipil, dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2010 yang mengatur Kode 

Etik Khusus bagi Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Malang. 

7. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik, yang dituangkan dalam misi Pemerintah Kota 

Malang yakni  “meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan 

akuntabel” 

http://www.malangkota.go.id/
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8. Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi, masih belum diterapkan 

oleh Pemerintah Kota Malang. 

9. Pengendalian Gratifikasi, diterapkan melalui kebijakan didalam Peraturan Walikota 

nomor 16 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai dan pengendalia Gratifikasi. 

10. Penanganan Benturan Kepentingan, masih belum diterapkan oleh Pemerintah Kota 

Malang, penanganan tersebut hanya berdasarkan keputusan pimpinan saja. 

11. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi, masih belum diterapkan 

oleh Pemerintah Kota Malang. hanya bersifat kesadaran moral saja. 

12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP. Untuk 

pengawasan secara internal Pemerintah Kota Malang dilaksanakan oleh Inspektorat 

selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan untuk pengawasan 

secara eksternal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang kemudian 

mengelarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan kemudian ditanggapi oleh 

Pemerintah Kota Malang dan dituangkan kedalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

atau disingkat TLHP, yang dalam pelaksanaannya  dilaksanakan secara 

berkesinambungan. 

13. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan 

Profil oleh PPATK. Dilaksanakan melalui Penyerahan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara kepada PPATK untuk dianalisis apabila terjadi transaksi 

keuangan yang tidak sesuai dengan profil dari penyelenggara negara. 

14. Rekrutmen Secara Terbuka, pada Pemerintahan Kota Malang, dalam proses 

perekrutan Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan secara terbuka, dan PNS diperoleh 

dari hasil pengadaan atau rekrutmen sumber daya aparatur, baik itu tenaga honorer 

atau pegawai tidak tetap maupun sumber daya aparatur yang diperoleh melalui proses 

seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pelamar umum. 
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15. Promosi Jabatan Secara Terbuka, meskipun tidak ada kebijakan yang pasti, promosi 

tersebut dilangsungkan secara kompetitif sesuai dengan kompetensi masing masing 

pejabat, dan kemudian akan dilakukan penilaian oleh Badan Kepegawaian Daerah dan 

kemudian apabila terpilih dipublikasikan melalui berita daerah. 

16. Mekanisme Pengaduan Masyarakat, pada Pemerintah Kota Malang diterapkan 

melalui website www.malangkota.go.id/pengaduan-online yang berada dibawah 

tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika,  

17. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement), 

diterapkan melalui website pengadaan secara online, yang dijalankan oleh Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang mengoperasikan LPSE yakni Layanan Pengaduan 

Secara Elektronik, melalui website www.lpse.malangkota.go.id    

18. Pengukuran Kinerja Individu, masih belum diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang.  

19. Keterbukaan Informasi Publik, yang diterapkan melalui kebijakan Peraturan Walikota 

nomor 50 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik  dan diimplementasikan 

melalui website Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui prosedur permohonan 

informasi publik.  

Meskipun Pemerintah Kota Malang, sudah menerapkan program-program pencegahan 

korupsi dalam rangka membangun Zona Integritas, masih ada saja kendala dan hambatan 

yang terjadi terkait dengan penerapannya, yakni pada program terkait dengan Penerapan 

Whistleblower System, Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi, Penanganan 

Benturan Kepentingan, dan Pengukuran Kinerja Individu.  

Kendala tersebut muncul dari dalam kondisi internal Pemerintah Kota Malang sendiri, 

bukan berasal dari faktor eksternal, yakni terkait dengan penganggaran pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Malang yang telah dianggarkan 

pada awal tahun sebelum periode berjalan, dan sebelum peraturan dari pemerintah pusat 

http://www.malangkota.go.id/pengaduan-online
http://www.lpse.malangkota.go.id/
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diturunkan, jadi tidak ada alokasi biaya secara rinci yang digunakan dalam penerapan 

program program tersebut. Selain itu keterbatasan anggaran milik daerah yang juga menjadi 

kendala. Pada program Penerapan Whistleblower System, Pendidikan atau Pembinaan dan 

Promosi Anti Korupsi, yang tentunya dalam penerapannya dibutuhkan anggaran yang tidak 

sedikit dan dengan kemampuan daerah yang terbatas, maka program tersebut masih belum 

diterapkan secara maksimal.  

Selain itu untuk program-program Penanganan Benturan kepentingan, dan 

Pengukuran Kinerja Individu, pihak Pemerintah Kota malang menjelaskan bahwa 

keterbatasan sumber daya yang ada menjadi kendala yang juga menghambat penerapan 

program tersebut. Sehingga program tersebut dilimpahkan kepada pejabat dan pimpinan pada 

masing masing satuan kinerja untuk mengambil keputusan terhadap bawahannya.  

Ketika terjadi benturan kepentingan, maka pimpinan yang akan menyelesaikan 

permasalahan tersebut secara internal. Sama halnya dengan untuk pengukuran kinerja 

individu yang juga dilakukan secara subjektif oleh masing-masing pimpinan. Hal ini 

dikarenakan masih belum tersedianya peraturan yang mengatur seperit Peraturan Walikota 

untuk mengatur dua program tersebut. Belum tersedianya kebijakan tersebut dikarenakan 

Pemerintah Daerah tentunya memiliki sebuah Recana Pembangunan Jangka Menengah, yang 

didalamnya mengatur mengenai rencana apa saja yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah 

selama periode berjalan kedepannya. Tentunya didalan rencana tersebut terdapat prioritas 

prioritas terntentu yang harus dicapai sehingga apa yang menjadi Visi dari Pemerintah 

Daerah dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.  

 

KESIMPULAN 

Pemerintah Kota Malang telah turut serta menjalankan fungsinya sebagai salah satu 

pilar dalam Sistem Integritas Nasional. Fungsi tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 

tentang Membangun Zona Integrtias Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani yang juga diinstruksikan kepada Pemerintah Kota Malang. 

Terdapat sembilan belas program yang harus diciptakan oleh Pemerintah Kota 

Malang dalam menjalankan instruksi tersebut. Berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Malang telah  menerapkan lima belas dari total sembilan belas 

program pencegahan korupsi yang harus diterapkan sebagai indikator dalam 

membangun Zona Integritas, diantaranya: (1) Penandatanganan Dokumen Pakta 

Integritas, (2) Pemenuhan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN), (3) Pemenuhan Akuntabilitas Kerja, (4) Pemenuhan Kewajiban Pelaporan 

Keuangan, (5) Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (6) Penerapan Kode Etik 

Khusus, (7) Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik, (8) Pengendalian Gratifikasi, (9) 

Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP, (10) Penerapan 

Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh 

PPATK, (11) Rekrutmen Secara Terbuka, (12) Promosi Jabatan Secara Terbuka, (13) 

Mekanisme Pengaduan Masyarakat, (14) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Secara Elektronik (E-Procurement), (15) Keterbukaan Informasi Publik 

2. Sedangkan program yang belum diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang,  antara 

lain: (1) Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi, (2) Penanganan 

Benturan Kepentingan, (3) Kegiatan Pendidikan atau Pembinaan dan Promosi Anti 

Korupsi, (4) Pengukuran Kinerja Individu. 

3. Kendala-kendala yang dialami Pemerintah Kota malang pada program-program 

pencegahan korupsi yang belum diterapkan untuk membangun Zona Integritas antara 

lain;  



17 
 

a. Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi 

Kendala yang menghambat penerapan Whistleblower System (sistem pelaporan 

pengaduan) pada Pemerintah Kota Malang muncul dari anggaran belanja yang 

masih belum tersedia. Selain itu sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 

menjalankan sistem ini juga masih belum tersedia. 

b. Penanganan Benturan Kepentingan 

Kendala dalam penerapan program Penanganan Benturan Kepentingan ini yakni 

belum tersedianya peraturan walikota yang menjadi landasan penyelesaian kasus 

benturan kepentingan, selain itu Pemerintah Kota Malang juga memiliki  prioritas 

tersendiri terkait dengan permasalahan daerah yang harus diselesaikan ataupun 

dicapai terlebih dahulu. Sehingga kebijakan mengenai penanganan benturan 

kepentingan ini juga masih belum tersedia. 

c. Kegiatan Pendidikan atau Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi  

Kendala dalam kegiatan pendidikan anti korupsi masih terkait dengan 

pengalokasian anggaran belanja daerah yang masih belum tersedia. Karena 

memang untuk memberikan pendidikan tersebut dibutuhkan dana yang cukup 

besar. 

d. Pengukuran Kinerja Individu  

Meskipun sudah ada Peraturan Walikota terkait dengan Indikator Kerja Utama, 

tetapi untuk pengukuran kinerja pegawai masih belum tersedia. Dengan adanya 

prioritas daerah serta penyusunan peraturan daerah yang membutuhkan tahapan 

yang cukup lama dan mekanisme yang cukup panjang menyebabkan tertundanya 

penyusunan kebijakan ini. 

Dapat disimpulkan kendala Pemerintah Kota Malang dalam membangun Zona 

Integritas antara lain: belum tersedianya sumber daya manusia, belum teralokasikannya 
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anggaran belanja daerah, serta adanya peraturan dan permasalahan daerah tertentu yang lebih 

diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. 

 

SARAN 

Dari kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan maka diajukan beberapa saran yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Malang telah menjalankan 15 program dengan sangat baik. Namun 

dengan sudah tersedianya program tersebut, bukan berarti korupsi sudah diberantas. 

Konsistensi serta komitmen untuk mempertahankan tanggung jawab dari masing 

masing komponen Pemerintah Kota Malang perlu dipertahankan dalam menjalankan 

fungsinya dalam membangun Zona Integritas. 

2. Terkait dengan program Whistleblower System seharusnya Pemerintah Kota Malang 

setidaknya mengeluarkan Peraturan Walikota dalam bentuk kebijakan dan mekanisme 

secara tertulis yang dapat diguanakan sebagai landasan dalam melakukan pengaduan 

pihak internal. Sistem tersebut bisa mengadopsi dari berbagai Whistleblower System 

yang telah lebih dahulu diterapkan seperti halnya Lembaga Perlindungan Saksi dan 

korban (LPSK) yang juga telah menerbitkan buku “Memahami Whistleblower” yang 

berisi tentang pedoman untuk menyusun Whistlebloer System secara utuh. Dengan 

adanya sistem tersebut orang yang ingin melaporkan ketika menemukan indikasi 

adanya tindak pidana korupsi tahu kemana harus mengadu, dan mereka tidak akan 

takut atas kerahasiaanya karena telah diatur melalui kebijakan.  

3. Untuk program Pendidikan atau Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi, seharusnya 

Pemerintah Kota Malang, mengadakan agenda semacam Kursus Keuangan Daerah 

(KKD), yang biasanya membahas mengenai keuangan dsb, namun diganti dengan 

materi korupsi yang bisa yang dilakukan di dalam lingkungan Pemerintah Kota 
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Malang sendiri dan narasumbernya berasal dari internal pemerintahan. Sehingga tidak 

membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk 

promosi anti korupsi, bisa dimulai dengan adanya peringatan-peringatan dalam bentuk 

banner, poster, spanduk, edaran, memo, dan sebagainya di tempat-tempat strategis 

yang dapat dilihat oleh seluruh unsur Pemerintah Kota Malang. 

4. Penanganan Benturan Kepentingan harus segera diatur dalam bentuk Peraturan 

Walikota sehingga ada landasan formal dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu 

khususnya dalam benturan kepentingan (conflict of interest). Peraturan ini bisa 

diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, namun 

disesuaikan dengan kondisi serta keadaan pada Pemerintah Kota Malang, sehingga 

dapat diperoleh peraturan yang sesuai dengan kondisi dan karateristik pada 

Pemerintah Kota Malang. 

5. Pengukuran Kinerja individu harus segera diatur dan diprioritaskan oleh Pemerintah 

Kota Malang. Kebijakan ini dapat diatur dengan mengadopsi dari Peraturan 

pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 terkait dengan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil. Sehingga masing-masing pegawai memahami betul tentang apa yang 

harus ia capai dan prestasi apa saja yang mungkin bisa ia raih. Diharapkan dengan 

adanya kebijakan tersebut, maka akan memberikan motivasi bagi pegawai untuk lebih 

baik lagi dalam proses pelayanan publik yang ditugaskan kepadanya.  

Terkait dengan anggaran dalam menjalankan program-program yang masih belum 

terealisasi, haruslah ada pengalokasian anggaran secara seksama sehingga keseluruhan 

program bisa dibangun secara utuh. Pemerintah Kota Malang masih termasuk dalam kota 

yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi, ketika Pemerintah Pusat memberikan instruksi 

untuk menerapkan kebijakan tertentu kepada daerah seharusnya Pemerintah Daerah juga 
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harus senantiasa tunduk atas peraturan tersebut. Hanya saja pengalokasian dari anggaran 

terhadap program-program tersebut yang harus diatur dengan baik, sehingga ketersediaan 

anggaran bukan menjadi masalah yang menghambat penerapan program-program tertentu. 
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